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PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Btm.

M e AT r
@'@é——————:ﬁ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:
Penggugat-------------- , tempat dan tanggal lahir ----------- , umur 27 tahun, NIK
2171065105930001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan |bu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di -----------——-- Kota Batam, sebagai
Penggugat;
melawan
Tergugat--------------- , tempat dan tanggal lahir ---------------- , umur 37 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, warga
negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di----------- , Kota
Batam, yang sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;
Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis,
yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Register Nomor
179/Pdt.G/2021/PA.Btm., pada tanggal 18 Januari 2021 dengan posita dan petitum
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan
Lubuk Baja, kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan kutipan akta

nikah nomor -------------- tanggal 19 September 2013;
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" 2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam yang

bertempat tinggal di Perum Persero View Bertuah Blok F No 07, RT 006, RW 009,
Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Bahwa selama

pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing

bernama;

= R , Perempuan, lahir di Batam 06-10-2010 (10 tahun);

3. Bahwa sejak awal tinggal di Batam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis akan tetapi sejak Akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. sehingga sering terjadi pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa sekira bulan November tahun 2017 Tergugat melihat Penggugat keluar
dari hotel glories jodoh bersama seorang wanita, saat melihat hal itu Penggugat
langsung pulang kerumah menunggu Tergugat untuk kembali dari rumah,
setelah Tergugat kembali dari rumah Penggugat menanyakan kepada Tergugat
“ngapain di hotel tadi?” dan Tergugat tidak mengakui apa yang di lakukan nya
di hotel, Tergugat beralasan bahwa ia menemani kaptennya mabuk. Saat
subuh Penggugat mencoba mengecek HP Tergugat dan Penggugat
menemukan bukti Chat di HP Tergugat dari salah satu ABK nya yang
mengatakan “bang kalau sudah selesai pakai kamar taruh kembali kuncinya di
resepsionis aja ya” dan setelah itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat
“ini maksudnya apa” namun teerguguat menjawab “mungkin itu salah kirim”,
dan pengugat tetap tidak mau jujur kepada Tergugat dan dari situ Penggugat
berpikir bahwa Tergugat (suaminya ) berselingkuh dengan wanita lain ;

b. Bahwa setelah 3 minggu kejadian di atas tahun 2017 Tergugat sudah tidak lagi
bekerja dan sampai saat Tergugat pergi dari rumah Tergugat tidak lagi pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat (istrinya)

c. Bahwa sejak ketahuan jalan dengan wanita lain itu Tergugat mulai berkata-kata
kasar kepada Penggugat, dan juga disebabkan karena faktor ekonomi.
Penggugat mengucapkan kata-kata kasar seperti “anjing”, “babi” kepada
Penggugat yang membuat Pengugat merasa tidak di hargai sebagai seorang

istri.
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5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan

September tahun 2018 karena permasalahan Penggugat yang di tabrak oleh
tetangga Penggugat sejak saat itu penggugat mulai diam-diam an dengan
Tergugat, seminggu setelah kejadian itu Tergugat mulai pergi dari rumah
membawa semua pakaian nya dan dampai sekarang tidak di ketahui keberadaan
nya;

6. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah, Penggugat berusaha untuk
mencari keberadaan nya Tergugat dengan menelpon orangtua Tergugat, dan
berusaha mencari di social media namun tidak membuahkan hasil. Dan sampai
saat ini tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaan
nya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib) sesuai
surat keterangan ghoib nomor : 002/SK/1008-PTL/1/2021, tanggal 15 Januari 2021
yang dikeluarkan oleh Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota
Batam.

7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi
untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena nya Penggugat
berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Batam c/q ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (------------- ) terhadap Penggugat (-

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir

secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak mengutus

kuasanya yang sah  meskipun menurut relaas panggilan  nomor
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179/Pdt.G/2021/PA.Btm. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat

telah dipanggil melalui pengumuman secara resmi dan patut dan tidak ternyata

bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan
Undang-Undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar bersabar
dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir
dipersidangan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat
tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang daliinya tetap
dipertahankan Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa keberadaan
Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sebagaimana Surat Keterangan Ghoib Nomor
002/SK/1008-PTL/1/2021, tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat

bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -------=-=-=----- , atas nama Penggugat-------
----- , yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 16 April
2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap
Pos, dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---------------- tanggal 19 September 2013,
atas nama ------------- dengan------------ , dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan -------------- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan

dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
B. Bukti Saksi.
1. - , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
belum bekerja, tempat tinggal di Bukit Senyum RT. 003 RW. 007 Kelurahan
Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada
bulan September 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina
rumah tangga di Kota Batam;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu
orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak ahir tahun 2017 yang lalu
sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat bersifat kasar
terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun
2018 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan tiga tahun;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;

- Bahwa sebelum Tergugat pergi ada pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga
sebelum Tergugat pergi, akan tetapi kelakuan Tergugat tidak berubah
justru pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dan menanyakan kepada
keluarga Tergugat dan teman-temannya akan tetapi mereka tidak

mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
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- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun memberi nafkah

kepada Penggugat setelah kepergiannya;

2. e , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
belum bekerja, bertempat tinggal di Bukit Senyum RT. 003 RW. 007
Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman sejak kecil Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tujuh
tahun yang lalu di Batam;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina
rumah tangga di Kota Batam;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu
orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang tujuh tahun yang lalu
sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan masalah ekonomi
Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih
kurang dua tahun yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi
berkumpul dan berkomunikasi;

- Bahwa sebelum Tergugat pergi ada pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebelum
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil
bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
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- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dan menanyakan kepada

keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun mereka tidak

mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada
pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, alasan dan bukti-bukti
yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan
mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan
kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam
berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.2, maka telah terbukti
bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai Legal Standing untuk mengajukan
gugatan a quo;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah
disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2),
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" ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975.;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir

di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
relaas panggilan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Btm, yang dibacakan Ketua Majelis di
persidangan Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman secara resmi dan patut,
tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan
yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82
ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya
Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat
menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Penggugat, karena sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, pihak keluarga telah berusaha
menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenannya gugatan Penggugat
telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
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*" maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19
September 2013, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk
Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19
September 2013, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk
Baja, kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan
dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan
telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya
dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai
gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan
dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal
demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan
Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat

alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah
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" saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku
keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam
perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan,
dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi a quo
telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah
berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan
yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309
R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang
saksi, serta diperkuat dengan Surat Keterangan Surat Keterangan Nomor
002/SK/1008-PTL/I1/2021, tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, terbukti tempat tinggal Tergugat
tidak jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, hal mana telah memenuhi
ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan
fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan
telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
serta Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan
kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau perkawinan menurut Hukum Islam

adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk menaati perintah
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~" Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 2 dan 3 Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga
sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka suami istri memikul kewajiban yang
luhur berupa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
bathin yang satu kepada lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, akan berdampak pada tidak berjalannya hak dan kewajiban suami istri
sebagimana mestinya, sehingga membuat suasana menjadi tidak kondusif, apalagi
Tergugat sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang muslim mempunyai
tanggung jawab yang lebih besar untuk menampilkan wajah pemimpin rumah tangga
yang bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan rumah tangga demi
terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bukan malah
sebaliknya pergi meninggalkan Penggugat dan memupuk permusuhan dan tidak
berkomunikasi dengan Penggugat, padahal yang dihadapi adalah seorang istri yang
harus dicintai dan disayangi, dibimbing dan diarahkan menuju suatu keadaan yang
lebih baik;

Menimbang, bahwa menjalin komunikasi yang baik dalam hubungan apapun
terutama dalam hubungan rumah tangga merupakan suatu syarat mutlak, agar
setiap persoalan mendapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan, bila
komunikasi dua arah terjalin dengan baik, kenyataan yang terjadi pada kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sangat berbeda dari keadaan yang
semestinya, oleh karena kedua belah pihak masing masing tidak menjalin
komunikasi yang baik, maka akan berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran
terus menerus, karena masing-masing merasa paling benar dan ingin menang
sendiri tanpa memikirkan keadan sekitarnya, sehingga rasa cinta dan kasih sayang
di antara kedua belah pihak telah pudar;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti
tersebut diatas, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila ada pengertian, saling
menghargai, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing- masing

sebagai suami istri, sehingga dengan bertambahnya perjalanan waktu berumah
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" tangga semakin memupuk rasa kasih sayang dan pemahaman akan hakekat suatu

perbedaan yang mewarnai karakter masing-masing, menumbuh kembangkan
budaya saling mempercayai, menghormati dan membiasakan diri dalam
penyelesaian setiap masalah melalui komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia
yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri,
justeru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang
berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut
sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz
zaujaeni fii ath athalag yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara ini yang menyatakan "/slam memilih lembaga talak/ perceraian
ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat
lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami
dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo jika dihubungkan dengan putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret
1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti
retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat
tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri,
dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000,
tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri
yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah
berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (broken heart);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan
pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan garinah
yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan
yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3
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Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan
dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang”;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, gugatan
Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian
sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat
(2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan
Pengadilan adalah talak ba’in sugra, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum
Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak
melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil tidak
hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini
dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (-------------- ) terhadap Penggugat (-

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batam dalam sidang

musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Miladiyah,
bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Tausik,
M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H., dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi,
S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi
Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu Fadlul Akyar, M.H., sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Drs. H. Azizon, S.H., M.H. Drs. M. Taufik, M.H.
Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



